BAB I
PEMBAHASAN
Pada bab ini, penulis akan menguraikan hasil atau data dari penelitian yang telah
dilakukan. Dalam penelitian ini, penulis melakukan suatu penelitian dengan melalui
pendekatan deskriptif sehingga penulis harus dapat menganalisis data yang telah
didapatkan dengan menjelaskan, memaparkan hingga menggambarkan data yang telah
diperoleh pada saat melakukan penelitian di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan

Hak Asasi Manusia Aceh di Banda Aceh.

Aceh merupakan suatu provinsi di Indonesia yang memiliki keunikan dan
karakteristik yang sangat berbeda dari provinsi-provinsi lain yang ada di Indonesia.
Provinsi Aceh merupakan satu-satunya daerah yang pada proses berkehidupan di
masyarakatnya menerapkan nilai-nilai atau kaidah Syari’at Islam. Oleh karena
diberlakukan Syariat Islam, segala aktivitas dan pedoman hidup masyarakat Aceh diatur

berdasarkan prinsip-prinsip Syariat Islam.

Penerapan Syariat Islam di Provinsi Aceh bukanlah didapat dengan serta-merta
terlaksana dengan begitu saja. Syariat Islam di Provinsi Aceh dapat terlaksana sampai
saat ini dikarenakan proses yang sangat panjang untuk dapat menjadikan Provinsi Aceh
sebagai satu-satunya provinsi yang menganut kaidah-kaidah ajaran Syariat Islam hingga
Provinsi Aceh sendiri mendapatkan julukan sebagai Provinsi Seuramoe Meukah yang

artinya Provinsi Serambi Mekkah.

Keberlangsungan penerapan Syariat Islam di Provinsi Aceh juga ditandai dengan
adanya peraturan daerah provinsi yang berbeda dari peraturan daerah provinsi lain di

Indonesia. Provinsi Aceh sendiri mendapatkan keistimewaan yang diberikan oleh



Indonesia yaitu berupa hak istimewa, terutama hak istimewa di bidang pendidikan,
agama, dan adat istiadat sebagaimana yang termaktub di dalam Undang-Undang Nomor
44 Tahun 1999 Tentang Keistimewaan Aceh. Sistem pemerintahan di Provinsi Aceh
diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.
Pemerintahan Aceh mempunyai kewenangan dalam mengatur tata cara berkehidupan di
masyarakat Aceh sendiri. Maka dari itu, peraturan daerah khusus di Provinsi Aceh

adalah Qanun yang diadopsi dari Bahasa Arab.

Peraturan daerah di Provinsi Aceh atau dengan kata lain disebut Qanun,
merupakan jenis produk hukum yang berlandaskan pada nilai-nilai ajaran Syariat Islam.
Namun demikian, dalam hal perumusan Qanun itu sendiri tidaklah boleh bertentangan
dengan ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pedoman hukum di
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Beberapa stakeholders sesuai dengan amanah
Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan tentunya memiliki peran dalam perumusan suatu Qanun di Aceh, mulai dari
pemerintah daerah dalam hal ini Gubernur Aceh, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh
(DPRA), Akademisi, hingga Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Aceh (Kemenkumham Aceh) yang memiliki andil dalam formulasi sebuah
kebijakan dalam hal ini perumusan suatu Qanun. Hal inilah yang ingin penulis angkat
dalam penelitian ini yaitu tentang bagaimana peran Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh dalam merumuskan suatu produk hukum yang

disebut dengan Qanun di Aceh.



1.1. Peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Aceh Dalam Formulasi Qanun Jinayat Di Aceh

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh
merupakan instansi vertikal atau perpanjangtanganan dari Kementerian Hak
Asasi Manusia pusat. Dalam hal perumusan sebuah Qanun atau perda di Aceh
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh melalui
tenaga fungsional perancang peraturan perundang-undangan memiliki peran
dalam memformulasi sebuah kebijakan pembentukan peraturan daerah atau
yang disebut dengan Qanun baik itu Qanun tingkat provinsi maupun Qanun
tingkat kabupaten/kota. Seharusnya Kantor Wilayah Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia Aceh dalam formulasi sebuah Qanun berperan dari
tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan/pengesahan hingga
pada tahap pengundangan, hal ini sesuai dengan amanah dari Undang-Undang
Nomor 12 tahun 2011 dalam pasal 98 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap
tahapan pembentukan perundang-undangan mengikutsertakan perancang
peraturan perundang-undangan.

Saat ini perancang peraturan perundang-udangan sebagaimana yang
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Provinsi Aceh hanya baru
dimiliki oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Aceh. Untuk melihat sejauhmana peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia Aceh dalam formulasi Qanun Jinayat di Aceh dapat
dilihat dari beberapa indikator tahapan sebuah formulasi kebijakan seperti di

bawah ini.



1. Perumusan Masalah

Dalam suatu proses formulasi kebijakan, perumusan masalah
menjadi indikator pertama yang dilalui sebelum proses formulasi
kebijakan berlanjut ke tahap selanjutnya. Hal ini juga berlaku terhadap
formulasi Qanun Jinayat di Aceh yang mana sudah tentu perumusan
masalah merupakan hal yang harus dilalui oleh para stakeholders
perumus Qanun Jinayat di Provinsi Aceh.

Pada saat formulasi Qanun Jinayat dilakukan, tentunya terdapat
beberapa hal yang menjadikan issue dalam masyarakat pada Qanun
Jinayat ini sehingga issue atau permasalahan ini segera dibahas bersama
oleh para perancang perundang-undangan. Maka dari itu menurut ibu
Nurdani selaku Kasubbid Fasilitasi Produk Hukum Daerah dan
Perancang Perundang-undangan Madya di Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh pada tanggal (22 Januari 2019)
disebutkan bahwa:

“menyangkut isu-isu tersebut sehingga melahirkannya Qanun

Jinayat ini, itu sebenarnya awalnya merupakan perintah dari

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan

Aceh. Di Pasal 125 ayat 1,2 dan 3 ketentuan untuk pelaksanaan

Jinayat di Aceh dibuat dalam sebuah Qanun. Namun demikian,

kita melihat keadaan di Aceh sangat signifikan sekali terkait

dengan Syariat Islam sehingga perlu dibentuknya hukum acara

jinayat dan hukum jinayat karena disini ada Mahkamah Syariah
Aceh”.

Berdasarkan keterangan dari narasumber di atas, kita dapat
mengetahui bahwa Aceh sebagai Provinsi yang menerapkan sistem
Syariat Islam dalam berkehidupan masyarakat ditambah lagi sesuai

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 yang menyatakan



Tenatang Pemerintahan Aceh sehingga segala pelaksanaan Jinayat di

Aceh dibuat dalam sebuah Qanun.

Menurut hasil wawancara selanjutnya bersama narasumber lain
yaitu anggota tim perancang perundang-undangan Aceh yang juga
merupakan Pejabat Fungsional Perancang Perundang-Undangan Ahli
Madya di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Aceh yaitu Bapak Chairil, S.H., M.H dikatakan bahwa:

“pada kenyataannya pada tahap perumusan di lapangan, tim
perancang dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Aceh tidak dilibatkan sepenuhnya dalam proses
formulasi atau perumusan Qanun Jinayat ini. Kami tidak
diikutsertakan dari tahapan awal, sehingga draft-draft terkait
penyusunan Qanun Jinayat telah disiapkan dalam bentuk naskah
awal oleh pihak Satuan Kerja Perangkat Aceh atau Dinas Syariat
Islam Provinsi Aceh yang diajukan melalui Pemerintah Aceh
kepada Dewan Perwakilan Daerah Aceh (DPRA) untuk mendapat
persetujuan bersama dijadikan dalam sebuah Qanun Jinayat di
Provinsi Aceh.”

Selanjutnya, dari data hasil wawancara yang penulis dapatkan

dari narasumber disebutkan kemudian:

“tim perancang dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia Aceh belum dilibatkan sebagaimana amanah
dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mulai dari tahap
perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan/penetapan
sampai pengundangan. Tim perancang peraturan perundang-
undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Aceh dilibatkan oleh pihak Pemerintahan Aceh hanya
pada tahap pembahasan saja”.

Dapat disimpulkan bagaimana Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh dalam tahap perumusan masalah

pada formulasi Qanun Jinayah tidak berperan dengan sebagaimana



mestinya, hal ini juga dikarenakan pihak tim perancangan dari Kantor
Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh tidak
diikutsertakan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah
Aceh (DPRA) dimulai dari tahap perencanaan awal atau perumusan

masalah.

2. Agenda Kebijakan
Agenda kebijakan merupakan suatu tahap dimana setelah
terdapat beberapa isu atau permasalahan di perumusan masalah, maka
pada agenda kebijakan tidak semua isu tersebut masuk dalam agenda
kebijakan. Hal ini dikarenakan isu atau permasalahan yang ada dapat
dikatakan saling bersaing satu sama lainnya, maksudnya hanya isu-isu
tertentu saja yang dapat masuk ke dalam sebuah agenda kebijakan.
Mengenai peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Aceh dalam agenda kebijakan, berdasarkan hasil
wawancara bersama Bapak Chairil, S.H., M.H selaku pejabat fungsional
perancang perundang-undangan dari Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh mengatakan bahwa:
“Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Aceh terkait dengan agenda formulasi Qanun di Aceh, baik itu
Qanun yang bersifat umum maupun Qanun yang bersifat khusus
seperti Qanun Syariat Islam. Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh di dalam program kerjanya
B-03 yaitu dari bulan Januari sampai dengan bulan Maret itu
melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan
Pemerintah Kabupaten/Kota terkait dengan rencana pembentukan
produk hukum daerah. Kemudian Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh menyurati pihak
Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota untuk

mengirimkan draft atau naskah awal rancangan Qanun yang
masuk dalam program legislasi Provinsi Aceh maupun program



legislasi Kabupaten/Kota untuk ditetapakan menjadi suatu Qanun
yang akan ditetapkan menjadi Qanun prioritas pada tahun yang
berjalan”.

Dari hasil wawancara di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa
pada saat agenda kebijakan dilakukan pihak Pemerintah Aceh telah
memiliki draft yang direncanakan akan dijadikan sebuah Qanun, draft
tersebut disiapkan dari pihak instansi pemrakarsa Pemerintah Aceh atau
yang telah disiapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan draft awal
yang merupakan inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) atau
draft awal yang disiapkan olen Dewan Perwakilan Rakyat

Kabupaten/Kota (DPRK).

Draft awal yang diterima oleh Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh melalui perancang peraturan
perundang-undangan melakukan pembahasan oleh tim harmonisasi
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh yang
selanjutnya hasil dari pembahasan bersama tim perancang Kantor
Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh
disampaikan kepada pihak Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan
Kabupaten/Kota untuk dijadikan bahan masukan untuk singkronisasi dan
harmonisasi terkait dengan Qanun-Qanun yang diagendakan untuk
dijadikan menjadi sebuah produk hukum baik di tingkat provinsi maupun

yang dijadikan produk hukum di tingkat kabupaten/kota.

3. Memilih Alternatif Kebijakan
Pada tahap memilih alternatif kebijakan ini, beberapa alternatif

yang dihasilkan selama proses formulasi Qanun Jinayat mulai dari tahap



perumusan masalah hingga apada tahap agenda kebijakan. Pada Qanun
Jinayat No 6 Tahun 2014 sendiri terdapat 11 alternatif yang didapatkan
dan kemudian dari alternatif-alternatif yang ada, dipilihlah alternatif
yang disepakati oleh para aktor perancang perundang-undangan Provinsi

Aceh atau dalam hal ini para tim perancang Qanun Jinayat Aceh.

Sebagai pemangku kepentingan, para perancang Qanun Jinayat
Aceh tentu telah memilih beberapa alternatif yang menjadikan urgensi
utama untuk dibahas sebagai pemecah permasalahan atau isu yang
berkembang di masyarakat Provinsi Aceh. Beberapa alternatif yang
terdapat dalam formulasi Qanun Jinayat Nomor 6 Tahun 2014 beserta
penjelasan dan maksud dari alternatif yang ada dapat dilihat pada tabel

di bawah ini.

Tabel 3.1.
Daftar Alternatif Jarimah Qanun Jinayat di Aceh

No. | Alternatif Jarimah Keterangan
Qanun Jinayat
1 | Khamar Minumman yang memabukkan atau
mengandung kadar alkohol 2% atau
lebih
2 | Maisir Perbuatan yang mengandung unsur

taruhan atau lebih sering didengar
dengan istilah berjudi

3 | Khalwat Perbuatan antara 2 orang yang berlainan
jenis kelamin yang bukan mahram dan
ikatan pernikahan dan mengarah kepada
perbuatan zina dengan kerelaan kedua
belah pihak

4 | Ikhtilath Perbuatan bermesraan yang bukan
pasangan suami istri seperti bercumbu,
berpelukan, berciuman dan bersentuh-
sentuhan baik di tempat tertutup maupun




terbuka dengan kerelaan kedua belah
pihak

5 | Zina

Persetubuhan antara seorang laki-laki
atau lebih dengan seorang perempuan
atau lebih tanpa ikatan perkawinan
dengan kerelaan kedua belah pihak

6 | Pelecehan Seksual

Perbuatan asusila atau perbuatan cabul
dengan sengaja yang dilakukan baik oleh
seorang laki-laki  aupun  seorang
perempuan tanpa kerelaan kedua belah
pihak

7 | Pemerkosaan

Perbuatan dimana tanpa kerelaan oleh
kedua belah pihak dimana seseorang
melakukan hubungan seksual terhadap
faraj atau dubur orang lain dengan zakar
pelaku atau benda lainnya begitu juga
sebaliknya

8 | Qadzaf Menuduh seseorang dengan perbuatan
zina tanpa dapat mengajukan 4 orang
sebagai saksi

9 | Liwath Perbuatan seorang laki-laki dengan cara

memasukkan zakarnya ke dalam dubur
laki-laki lain dengan kerelaan kedua
belah pihak

10 | Musahagah

Perbuatan dua orang wanita atau lebih
dengan cara menggosokkan anggota
tubuhnya demi mendapatkan sebuah
kenikmatan seksual dengan kerelaan
kedua belah pihak

Dari paparan tabel alternatif jarimah atau dalam pengertian lain

adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Syariat Islam di atas

terkait dengan perumusan Qanun Jinayat Nomor 6 Tahun 2014,

Pemerintahan Aceh bahwa alternatif yang dipilih untuk dibahas

selanjutnya adalah beberapa pelanggaran terhadap Syariat Islam di atas.

Tentunya pemilihan beberapa alternatif jarimah seperti yang ada pada

tabel telah melalui proses yang sangat panjang dan merupakan urgensi

yang harus segera dikaji untuk perumusan Qanun Jinayat.




Dikatakan oleh ibu Nurdani selaku Pejabat Fungsional dan juga
merupakan angggota Perancang Perundang-undangan Madya di Kantor
Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh yang secara
otomatis memiliki peran dalam perancangan Qanun Jinayat Nomor 6
Tahun 2014, dalam proses wawancara beliau menyebutkan:

“karena berdasarkan hasil penelitian dan kajian, isu pelanggaran

itu yang tertinggi, maka oleh sebab itu jarimah atau pelanggaran

Syariat Islam inilah yang dahulu diutamakan. Semua jarimah ini

merupakan hasil penelitian di seluruh kabupaten/kota. Dan nanti

sewaktu-waktu kita kan melihat kepada kebutuhan daerah, bisa
saja nanti Qanun Jinayat ini ada penambahan lagi”.

Seperti yang telah disampaikan oleh tim perancang Qanun Jinayat
dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh,
kesebelas jenis alternatif jarimah di atas telah disepakati dan dibahas
bersama setelah melakukan penelitian dan pertimbangan urgensi di

seluruh wilayah kabupaten/kota di Provinsi Aceh.

4. Penetapan Kebijakan

Peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Acehdalam penetapan kebijakan dalam hal formulasi Qanun
Jinayat Aceh tidak diikutsertakan karena tidak diundang oleh Dewan
Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), karena itu memang kewenanangan
dari Pemerintahan Aceh. Belum diikutsertakan pihak Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh pada saat penetapan
Qanun Jinayat tetap saja produk hukum itu sah, namun demikian dapat
disimpulkan bahwa Pemerintahan Aceh yaitu Pemerintah Daerah
(Pemda) dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) tidak taat asas

karena seharusnya Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi



Manusia Aceh juga diikutsertakan pada saat penetapan Qanun karena hal
ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tnetang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Pemerintah
Nomor 59 Tahun 2015 Tentang Keiikutsertaan Perancang Peraturan
Perundang-Undangan Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan dan Pembinaannya.

Secara umum, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Aceh belum dilibatkan secara maksimal sebagaimana
amanah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan. Namun pihak Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh telah membuat
kesepakatan dan MoU dengan beberapa Pemerintah Kabupaten
diantaranya Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, Pemerintah Kabupaten
Bener Meriah pada tahun 2017 dan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil
juga dengan Pemerintah Kabupaten Simeulue pada tahun 2018. Dari
kesepakatan yang telah dibuat, pihak dari Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh membuat kesepakatan bersama
dalam hal pembentukan Qanun.

Terkait dengan konsekuensi hukum kepada pihak yang tidak
terlibat seperti amanah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang
menjadi dinamika dalam perumusan suatu produk hukum daerah
khususnya bagi Provinsi Aceh, ibu Nurdani berdasarkan hasil wawancara
mengatakan:

“Pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dalam pasal 58



ayat (2) menyebutkan pengharmonisasian, pembulatan, dan

pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang

berasal dari Gubernur dikoordinasikan oleh biro hukum dan dapat
mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Namun di Tatib DPR Tahun 2018 di pasal 14 ayat (1) dikatakan

bahwa pemerintah daerah dan DPRD wajib melibatkan perancang

perundang-undangan dalam pembentukan perda. Disitu kata
kuncinya sekarang, berarti jika sudah dikatakan wajib pasti ada
sanksinya bagi yang tidak sesuai dengan itu. Sanksinya baik ada

di DPR atau Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Manusia Aceh mungkin bisa menjadi cacat hukum atau tidak sah

produk hukum tersebut”.

Sampai saat ini, ketidakmaksimalan peran dari Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh khusunya tim
perancang perundangan dikarenakan belum terdapatnya konsekuensi
hukum yang berlaku apabila pihak yang semestinya terlibat dalam
pembuatan suatu produk hukum daerah tidak dilibatkan sepenuhnya
dikarenakan Qanun Jinayat Nomor 6 Tahun 2014 ditetapkan pada tahun
2014, sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang
Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi, Kabupaten dan Kota diundangkan pada tahun 2018. Hal ini
yang menjadi dasar bagaimana peran dari Kantor Wilayah Kementerian

Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh dapat dikatakan belum optimal

dalam hal formulasi Qanun Jinayat di Aceh.

3.2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Proses Formulasi Qanun Jinayat
Di Aceh
Dalam sebuah proses pembentukan suatu kebijakan baik kebijakan

berupa pembentukan produk hukum tentu memiliki faktor-faktor yang



mempengaruhi proses pembentukan produk hukum tersebut. Qanun Jinayat
yang sejatinya merupakan suatu produk hukum di Provinsi Aceh tentunya
dalam proses perumusan hingga penerapannya terdapat beberapa faktor-
faktor yang mempengaruhi. Bersumber dari teori formulasi kebijakan,
beberapa faktor yang mempengaruhi proses formulasi sebuah kebijakan
diantaranya yaitu adanya pengaruh tekanan dari luar, adanya pengaruh
kebiasaan lama, adanya pengaruh dari sifat-sifat pribadi, adanya pengaruh
dari kelompok luar dan adanya pengaruh dari keadaan masa lalu. Maka dari
itu penulis ingin mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi formulasi

Qanun Jinayat di Provinsi Aceh.

1. Adanya pengaruh tekanan dari luar

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi sebuah proses
formulasi kebijakan yaitu adanya pengaruh tekanan dari luar. Faktor
pengaruh tekanan dari luar dalam penerapan formulasi kebijakan di
Indonesia masih acapkali terjadi kepada para pembuat kebijakan atau
para stakeholders yang terlibat padahal semestinya para pemangku
kepentingan dalam proses pembuatan kebijakan tidak boleh diintervensi
dari pihak manapun.

Adanya pengaruh tekanan dari luar juga biasanya terjadi pada saat
pembentukan sebuah produk hukum baik bersifat nasional maupun
daerah sepeti peraturan daerah provinsi dan juga peraturan daerah
kabupaten kabupaten/kota. Jika dilihat dari proses formulasi Qanun
Jinayat di Aceh dalam ruang lingkup Kantor Wilayah Kementerian

Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh melalui pejabat fungsional



perancang peraturan perundang-undangan, tidak terdapat faktor adanya

tekanan dari luar. Hal ini selanjutnya dikatakan oleh Bapak Chairil dalam

wawancara yang mana beliau menyebutkan:
“memang Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Aceh tidak sepenuhnya terlibat dalam seluruh proses
perumusan Qanun Jinayat. Kantor Wilayah Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia Aceh hanya ikut pada tahap pembahasan
saja, nah pada saat penyusunan naskah draft kita tidak mengetahui
karena pada saat itu pihak Pemerintahan Aceh yang menyiapkan
naskah draftnya. Idealnya untuk Qanun Jinayat di Provinsi Aceh
ini tidak ada tekanan dari pihak luar karena memang Qanun
Jinayat ini dirumuskan berdasarkan kebutuhan untuk menjawab

permasalahan-permasalahan pelanggaran Syariat Islam yang
terdapat di Aceh”.

Dari paparan jawaban narasumber di atas, penulis dapat
menyiimpulkan bahwa dalam formulasi Qanun Jinayat di Proavinsi Aceh
jika kita melihat dari sisi peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia Aceh disini para pejabat fungsional yang ikut serta
dalam pembahasan Qanun Jinayat Nomor 6 Tahun 2014, tidak

terdapatnya faktor pengaruh tekanan dari luar.

2. Adanya pengaruh kebiasaan lama (konservatisme)

Faktor lain yang dapat mempengaruhi sebuah proses formulasi
kebijakan adalah pengaruh dari kebiasaan lama (konservatisme).
Pengaruh kebiasaan lama ini jika dikaji dari teori lebih mengarah pada
modal atau uang yang telah dikeluarkan oleh individu maupun kelompok,
organisasi dan pihak lainnya di masa yang telah berlalu dan bersifat
permanen, artinya ketika harapan dari modal tersebut tidak sesuai dengan

harapan maka modal atau uang tersebut hangus begitu saja tanpa



kembalinya modal tersebut kembali. Oleh karena itu, hal yang demikian

itu disebut tidak relevan untuk tujuan seperti pengambilan keputusan.

3. Adanya pengaruh dari sifat-sifat pribadi

Pengaruh sifat-sifat pribadi juga merupakan suatu faktor yang
mempengaruhi proses sebuah formulasi kebijakan. Hal ini tentu
berkaitan dengan stakeholders yang membuat suatu kebijakan. Dalam
pembuatan suatu kebijakan, beberapa keputusan kebijakan muncul dari
hasil pemikiran setiap perumus kebijakan tersebut. Oleh karena itu, sifat-
sifat pribadi yang terdapat dari para pembuat kebijakan mempengaruhi
hasil kebijakan nantinya maka dari itu adanya pengaruh dari sifat-sifat
pribadi setiap permbuat kebijakan berperan dalam perumusan suatu
kebijakan.

Menyangkut dengan faktor adanya pengaruh dari sifat-sifat
pribadi dalam formulasi kebijakan, hal ini berbeda tentunya dengan
formulasi Qanun Jinayat Aceh seperti informasi yang penulis dapat dari
Bapak Chairil, beliau mengatakan bahwa:

“memang benar terkadang sifat-sifat pribadi dari seseorang dapat

mempengaruhi  pengambilan  sebuah  keputusan ataupun

kebijakan. Namun terkait dengang formulasi Qanun Jinayat di

Aceh, meskipun Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak

Asasi Manusia Aceh tidak ikut terlibat dalam semua proses

perumusan Qanun Jinayat dan hanya berperan pada tahap

pembahasan saja, saya kira tujuan perumusan Qanun Jinayat ini
merupakan murni untuk menjawab permasalahan yang terdapat
pada masyarakat di seluruh Provinsi Aceh, jadi sudah semestinya
dalam pengambilan keputusan kita melihat dan memilah tentu
atas dasar indikator kebutuhan masyarakat Aceh tanpa
mementingkan kepentingan pribadi maka dari itu perlunya

pembahasan bersama agar segala keputusan yang diambil dapat
dipertanggungjawabkan secara kolektif”.



Berdasarkan penjelasan dari narasumber, penulis dapat
menyimpulkan bahwa peraturan yang dibahas dalam Qanun Jinayat ialah
merupakan keputusan bersama yang diambil berdasarkan kebutuhan

untuk mengatasi permasalahan yang terjadi pada rakyat Aceh.

4. Adanya pengaruh dari kelompok luar

Pada tahap proses formulasi kebijakan, adanya pengaruh dari
pihak kelompok luar juga menjadikan hal ini menjadi sebuah faktor yang
mempengaruhi proses suatu formulasi kebijakan. Para stakeholders
biasanya dalam formulasi sebuah kebijakan pasti mendapatkan pengaruh
oleh pihak kelompok luar. Pengaruh dari kelompok luar disini dapat
diartikan misalnya berupa pengaruh dari lingkungan sosial, masyarakat
dan kelompok luar lainnya. Biasanya aspirasi yang ditampung
pemerintah berasal dari isu-isu permasalahan di masyarakat dan juga

permasalahan yang terjadi di lingkungan sosial.

5. Adanya pengaruh dari keadaan masa lalu
Faktor terakhir yang dapat mempengaruhi sebuah proses
formulasi kebijakan adalah faktor adanya pengaruh dari keadaan masa
lalu. Biasanya sebuah pembentukan kebijakan itu dibentuk oleh para
pembuat kebijakan berdasarkan pengalaman atau kondisi suatu wilayah
pada masa lampau. Adanya pengaruh dari keadaan masa lalu juga
ternyata merupakan salah satu penyebab lahirnya Qanun di Provinsi

Aceh.



Keadaan masa lalu Provinsi Aceh berdasarkan sejarah merupakan
suatu keadaan yang dapat dikatakan sangat berbeda dari sejarah-sejarah
daerah lain di Indonesia. Setiap daerah di nusantara tentunya memiliki
sejarah dan keadaan masa lalu yang berbeda-beda. Namun demikian,
penulis dapat mengatakan bahwa sejarah yang berasal dari Provinsi Aceh
memanglah memiliki nilai-nilai keistimewaan yang berlebih yang mana
dari sejarah inilah cikal bakal lahirnya suatu produk hukum daerah yang
berlandaskan nilai-nilai Syariat Islam seperti Qanun ini.

Aceh merupakan suatu wilayah dimana pada masa kerajaan di
semenanjung nusantara, Aceh merupakan suatu wilayah yang mana
dalam sejarahnya adalah daerah awal mula masuknya Agama Islam
pertama di Indonesia tepatnya di Pereulak, Kabupaten Aceh Timur saat
ini. Di samping itu pada masa kerajaan dahulu, Aceh memiliki beberapa
kerajaan atau kesultanan yang tentunya mengamalkan prinsip-prinsip
ajaran Islam. Namun dari semua kesultanan Aceh, kemakmuran serta
kejayaan masyarakat Aceh terdapat pada masa Kesultanan Sultan
Iskandar Muda. Pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, segala
norma-norma hukum yang terdapat pada masyarakat mengadopsi nilai-
nilai ajaran Islam. Menurut sejarah, penyebutan “Qanun” sudah terdapat
pada masa Kesultanan Aceh di bawah pimpinan Sultan Iskandar Muda.

Selain kedaan masa lalu berdasarakan Kesultanan Aceh yang
memang sejak dahulu sudah menerapkan Syariat Islam dalam proses

berkehidupan, terdapat faktor keadaan masa lalu lain di Provinsi Aceh



yang juga dapat dikatakan sebagai awal mula pemberlakuan Syariat

Islam dan Qanun di Provinsi Aceh.

3.3. Faktor Ketidakmaksimalan Peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia Dalam Formulasi Qanun Jinayat

Pada saat proses perumusan Qanun Jinayat, peran Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh dari tahap perencanaan,
penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan sampai dengan
pengundangan memanglah tidak berperan secara optimal sesuai dengan
amanah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pemebentukan
Peraturan Perundang-Undangan. Namun hal ini, tidak dapat dijustifikasi
sebagai kesalahan oleh salah satu pihak. Dapat dikatakan hampir seluruh
peranan dalam formulasi Qanun Jinayat dilaksanakan penuh oleh
Pemerintahan Aceh tanpa mengikutsertakan Kantor Wilayah Kementerian

Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh.

Alasan mengapa Pemerintahan Aceh dapat menjalankan fungsi
regulasi tanpa mengikutsertakan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia Aceh adalah karena jika dilihat secara yuridis formal,
yang berwenang penuh dalam pembentukan peraturan daerah atau Qanun di
Aceh ada pada Pemerinrah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai
dengan amanah Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat (6) yang
menyatakan bahwa pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah
dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas
pembantuan. Selain belum terdapatnya konsekuensi hukum apabila tidak

melibatkan perancang peraturan perundang-undangan, pasal 18 ayat (6) UUD



1945 ini menjadi landasan Pemerintahan Aceh tidak mengikutsertakan Kantor
Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh dalam

perumusan Qanun Jinayat.

Di samping itu, masih kurangnya pemahaman Pemerintahan Aceh
dalam memaknai isi dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menyebabkan masih
terdapat ego sektoral Pemerintahan Aceh dalam membentuk sebuah Qanun,
karena Pemerintahan Aceh merasa merekalah yang paling berhak dan
bertanggungjawab dalam pembentukan Qanun sesuai dengan landasan UUD
1945 Pasal 18 ayat (6) di atas. Dapat dikatakan bahwa Pemerintahan Aceh
mengabaikan amanah peraturan perundang-undangan lainnya seperti
Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan
Undnag-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan, Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 Tentang
Keikutsertaan ~ Perancang  Peraturan  Perundang-Undangan  dalam
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaannya dan
Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata
Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota
dalam Pasal 14 ayat (1) yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah dan
DPRD wajib melibatkan perancang peraturan perundang-undangan dalam

pembentukan perda.

Berdasarkan informasi yang penulis dapatkan dari Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh, penyebab mengapa

seolah-olah hanya Pemerintahan Aceh yang memiliki power dalam



pembentukan dan pelaksanaan Qanun Jinayat ini, hal ini dikatakan karena
hanya Pemerintahan Aceh yang mempunyai kewenangan dalam
melaksanakan Hukum Syariat Islam dan berlaku teritotrial hanya di Aceh
sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang

Pemerintahan Aceh.

Selanjutnya teruntuk peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia Aceh dalam hal fasilitasi tempat pelaksanaan eksekusi
cambuk atau penahanan terhadap pelanggaran Qanun di Aceh apabila
Pemerintahan Aceh meminta dikatakan bahwa di Provinsi Aceh, terdapat 2
(dua) jenis Qanun di Aceh yaitu Qanun yang bersifat umum atau peraturan
daerah yang berlaku sama dengan provinsi dan kabupaten/kota seluruh
Indonesia terhadap yang melanggarnya dan Qanun yang bersifat khusus yaitu
Qanun Jinayat atau Qanun Syariat Islam. Setiap orang yang melanggar Qanun

Jinayat di ancam sesuai dengan ketentuan pelaksanaan Qanun Jinayat.

Setiap orang yang berada di Aceh melakukan pelanggaran terhadap
Qanun Jinayat, maka kepada orang tersebut diberlakukan hukum jinayat
(hukum Syariat Islam) naik yang beragama Islam maupun penduduk non
muslim yang berdomisili di Aceh dan melakukan pelanggaran di Provinsi
Aceh. Khusus untuk non muslim apabila melakukan pelanggaran Qanun
Jinayat di Aceh, maka pemberlakuan hukuman kepada orang tersebut diberi
hak untuk mengajukan permohonan untuk memilih hukuman apakah hukum
pidana umum atau hukuman pidana Islam. Namun penting untuk diketahui,
pengajuan permohonan tersebut haruslah atas persetujuan pertimbangan

hakim jenis hukum apa yang diterima seorang non muslim tersebut. Sehingga



Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh hanya
memfasilitasi tempat pelaksanaan eksekusi cambuk atau penahan apabila
Pemerintahan Aceh meminta dikarenakan Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh merupakan perpanjangtangan tugas dan

fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Pusat di Aceh.

Untuk pelanggaran terhadap segala aturan yang dibahas dalam
undang-undang terjadi di wilayah Provinsi Aceh maka putusan sanksi
terhadap pelaku pelanggaran diputuskan oleh hakim pengadilan negeri, begitu
pula pelanggaran terhadap undang-undang di daerah lain di Indonesia.
Sedangkan bagi masyarakat yang berdomisili di Aceh baik muslim maupun
non muslim putusan sanksi diputuskan oleh lembaga seperti pengadilan
negeri namun di Aceh terdapat lembaga Mahkamah Syariah. Sehingga dapat
dikatakan bahwa, apabila masyarakat Aceh melakukan pelanggaran hukum
selain pelanggaran yang tertera pada Qanun Jinayat maka para pelanggar
hukum tersebut dijatuhkan sanksi dan mengikuti putusan pengadilan negeri.
Ketika seseorang yang berdomisili di Aceh baik penduduk muslim maupun
non muslim melanggar jarimah atau pelanggaran terhadap Syariat Islam yang
telah diatur dalam Qanun Jinayat maka akan diadili dan diputuskan sanksi

oleh Mahkamah Syariah di Aceh tidak oleh pengadilan negeri.

Segala bentuk pelanggaran hukum yang berada di teritorial Provinsi
Aceh baik itu pelanggaran terhadap segala bentuk pelanggaran yang diatur
dalam undang-undang maupun pelanggaran yang dilakukan yang diatur
dalam sebuah peraturan daerah seperti di Qanun baik bersifat umum maupun

Qanun yang bersifat khusus seperti Qanun Jinayat terdapat andil Kantor



Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh dalam hal

pelaksanaan hukuman kepada pelanggar hukum.

Ketika pengadilan negeri memutuskan hukuman terhadap pelanggar
hukum yang berdomisili dan melanggar aturan undang-undang di Aceh,
apabila hakim di pengadilan memutuskan untuk sanksi kurungan, Kantor
Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh memfasilitasi
dalam hal tempat pelaksanaan kurungan baik dalam rumah tahan ataupun
lembaga pemasyarakatan. Begitupula apabila para pelanggar Syariat Islam
dalam putusan Mahkamah Syariat seperti hukuman cambuk, maka Kantor
Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh memfasilitasi
pelaksanaan terhadap hukuman cambuk misalnya pemberlakuan sanksi
cambuk oleh pelanggar Syariat Islam dilaksanakan di sebuah lembaga
pemasyarakatan apabila pihak Pemerintahan Aceh meminta. Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia pusat hanya menerima laporan data saja yang
diberikan oleh setiap Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Manusia yang berada di daerah.



